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HALAMAN MOTTO 
 
 
Satu langkah berani dapat merubah seluruh kehidupanmu! Percayalah 
semua penderitaan akan berakhir bahagia jika kita tak pernah putus 
harapan 
 
Tak perlu mengkhawatirkan yang belum terjadi, cukup lakukan yang 
terbaik, yakinlah akhirnya pun akan menjadi baik 
 
Sukses dimulai dari mimpi, dilanjutkan dengan tindakan, didukung dengan 
kerja keras, dan diiringi oleh doa. 
 
Langkah yang kamu ambil hari ini akan jadi kenangan di masa yang akan 
datang, jadi bijaklah melangkah kawan! 
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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan Undang-
Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam menangani kepemilikan airsoft gun  
sudah tepat atau belum. Untuk mengetahui upaya dan kendala yang dihadapi oleh 
polisi dalam menangani kepemilikan dan penyalahgunaan airsoft gun. 
Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mengandalkan data 
sekunder sebagai sumber data utama. Penelitian lapangan juga dilakukan untuk 
mendukung penelitian kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis 
disajikan secara deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 
12 Tahun 1951 dalam menangani kepemilikan mainan  tidak tepat karena airsoft 
gun bukan merupakan senjata api. Upaya yang dihadapi oleh polisi dalam 
menangani kepemilikan dan penyalahgunaan mainan  dapat dibedakan menjadi 2 
yaitu upaya preventif kearah pencegahan penyalahgunaan airsoft gun, dan upaya 
represif yaitu upaya yang dilakukan dalam bentuk tindakan dan hukum terhadap 
pelaku penyalahgunaan airsoft gun.  
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JURIDICAL REVIEW OF LEGISLATION ON THE ACT NUMBER 
12/DRT/1951 AGAINST THE POSSESSION OF A TOY AIRSOFT GUN IN 
THE REGION OF SLEMAN 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This research aimed at to know the application of the act of emergency 
number 12 year 1951 in dealing with the possession of airsoft gun is correct or 
not. To know the effort and obstacles faced by the police in dealing with the 
possession and abuse airsoft gun. 
This research is juridical normative by relying on secondary data as a 
source of main data. Field research also done to support library research. The Data 
were analyzed qualitatively. The result analysis served in a descriptive. 
The result showed the application of The Act number 12/DRT/1951 in 
dealing with the possession of a toy (airsoft gun) is not appropriate because airsoft 
gun is not guns. An effort that must be faced by the police in dealing with the 
possession and abuse toy can be differentiated into 2 (two) is the preventive 
efforts at prevention, abuse airsoft gun and the effort of repressive namely the 
efforts made in the form of action and laws against the offender abuse airsoft gun. 
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